BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL

KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai
Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin,
maka perlu mengatur Tata Cara
Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal
Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3821);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
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14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tingkat II Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
08 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan
(BBI) Lokal Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH
IKAN (BBI) LOKAL KABUPATEN TAPIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Tapin.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Tapin.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapin.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk
menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.

Balai Benih Tkan Lokal adalah instalasi pelayanan publik yang
sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada
publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa
pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi
teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyedian calon
induk dan induk ikan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih lkan
Lokal adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah (Balai Benih Ikan Lokal) dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Benih ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap
bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.

Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk
tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan
indukan ikan.

Induk ikan adalah Ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu
yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL

Pasal 2

Tata cara pemungutan Retribusi :

a.

retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan
yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan;

. pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; dan



d. semua hasil penerimaan pemungutan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal yang
dipungut oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Tapin, disetorkan ke Kas Daerah
Kabupaten Tapin.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

(I) Ketentuan mengenai bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Agustus 2012

JOE Epyeary

?émlgnﬁnnm HALIDI

Diundangkan di Rantau

pada%gaj 02 Agustus 2012

DAERAH KABUPATEN TAPIN,

6



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2012

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SURAT K;ETETAPAN No. Urut :
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | RETRIFES PAERAH
JI. Jend. Sudirman KM. 2,5 Telp 0517-31490 Fax 0517-31491
RANTAU
Nama = e
Alamat e
No. | No Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah (Rp)
1. Benih lkan
2. Induk Ikan
Jenis Ikan : 3. Calon Induk lkan
Ukuran : Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
Jumlah : Jumlah Sanksi :
a. bunga
b. kenaikan
Jumlah keseluruhan
Uang Sefumlal ..................o.o i
Rantau, .................
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Tapin
Nip.
gunting disini
TANDA TERIMA No.SKRD: ................
Nama = e
Alamat e
Rantau, .................. 20.....
Yang Menerima,

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI



